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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Eksistensi Perpol No. 8 tahun 2021 dalam mengatur penanganan tindak
pidana tak dapat diragukan lagi diakui keberadaanya dalam rangka
mengedepankan penyelesaian tindak pidana secara damai yang
mempertimbangkan keadilan pihak-pihak di dalamnya, termasuk dari sisi
pelaku dan korban. Penerapan penanganan tindak pidana berdasarkan
keadilan restoratif yang mengacu pada Perpol No. 8 Tahun 2021 itu meliputi
3 (tiga) kegiatan, yaitu: penyelenggaraan fungsi reserse kriminal,
penyelidikan dan penyidikan. Terkhusus pada penanganan tindak pidana
berdasarkan keadilan restoratif di tahap penyelidikan dan penyidikan, maka
memerlukan persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum meliputi
syarat materiil maupun formil, sedangkan persyaratan khusus merupakan
persyaratan tambahan yang muatannya tergantung dari tindak pidana yang
ditangani yaitu ditujukan untuk tindak pidana berupa kejahatan: informasi
dan transaksi elektronik, kejahatan narkoba, dan kejahatan lalu lintas.

Pengaturan restorative justice dalam tindak pidana yang tertuang dalam
produk hukum Perpol tidaklah memiliki otoritas yang kuat. Kemudian,
didapati permasalahan berupa penerapannya yang berpotensi besar terdapat
ketidakseragaman oleh penegak hukum sebab selain penanganan pidana

berdasarkan keadilan restoratif relative merupakan sesuatu yang baru, juga
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hal itu tidak dianut oleh KUHAP. Permasalahan yang dimaksud pun turut
menjangkau aspek normatifitas norma di mana pada Perpol a quo turut
memasukkan ketentuan penanganan tindak pidana berdasarkan restorative
Justice pada tahapan penyelidikan. Hal itu tidak relevan dan tidak tepat,
sebab penyelidikan barulah merupakan tahap awal guna mencari titik terang
atas suatu peristiwa apakah dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana
atau bukan. Permasalahan yuridis lainnya ialah juga menyangkut
keberadaan otoritas berwujud Perpol yang dalam hierarki peraturan
perundang-undangan tidak disebutkan secara eksplisit sehingga sudah
sepatutnya dituangkan di dalam Undang-Undang. Oleh karenanya,
diperlukan perubahan di level Undang-Undang dalam hal ini KUHAP

sebagai rujukan yuridis yang berada di level Undang-Undang.

B. Saran

1.

Diperlukan upaya untuk mengubah ketentuan Perpol No. 8 Tahun 2021
untuk tidak turut memasukkan kegiatan atau tahapan penyelidikan sebagai
tahap di mana dapat dilakukan penghentian tindak pidana berdasarkan
keadilan restoratif, baik dengan jalan melakukan judicial review ke
Mahkamah Agung atau dengan melakukan perbaikan norma.

Diperlukan updaya sosialiasi massif di kalangan penegak hukum guna
penigkatan pehamaman atas penanganan tindak pidana restorative justice,
yang prosesnya dapat dimulai dari internal Kepolisian Negara Republik

Indonesia.
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